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MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A 

NOMOR 209 /PMK.07 /2011 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS 

TAHUN ANGGARAN 2012 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESI A, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2012; 

1. l}ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tainbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N0mor 5254);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangah Nomor 126/PMK.07 /2010
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN 
UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 
ANGGARAN 2012.N 
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BAB I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 1 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk 
membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan 
prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di· 
bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, 
infrastruktur mgasi, infrastruktur air minum, 
infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, 
kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, 
Keluarga Berencana (KB), kehutanan, sarana 
perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, 
listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, 
keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, 
serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. 

BAB II 

ALOKASI 

Pasal 2 

(1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 ditetapkan 
sebesar Rp26.115. 948.000.000,00 (dua puluh 
enam triliun seratus lima belas miliar sembilan 
ratus empat puluh delapan juta rupiah). 

(2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan untuk: 
a. Bidang Pendidikan sebesar 

Rp10.041.300.000.000,00 (sepuhih triliun 
empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) 
terdiri atas: 
1. Sekolah Dasar (SD) sebesar 

Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun 
tiga puluh tiga miliar empat puluh juta 
rupiah); dan 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesat 
Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun 
delapan miliar dua ratus enam puluh 
juta rupiah). 

b. Bidang Kesehatan sebesar 
Rp3.005.931.000.000,00 (tiga triliun lima 
miliar sembi!an ratus tiga puluh satu juta 
rupiah) terdiri atas: 
1. Pelayanan Dasar se besar 

Rpl.155.990.000.000,00 (satu triliun 
seratus lima puluh lima miliar sembilan 
ratus sembilan puluh juta rupiah);....c,....-
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2. Pelayanan Rujukan sebesar 
Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat 
puluh sembilan miliar dua ratus lima 
puluh enam juta rupiah), terdiri atas: 

i. Pelayanan Rujukan untuk Provinsi 
sebesar Rp 117.420.000.000,00 
(seratus tujuh belas miliar empat ratus 
dua puluh juta rupiah); dan 

ii. Pelayanan Rujukan untuk 
KabupatenjKota sebesar 
Rp631.836.000.000,00 (enam ratus 
tiga puluh satu miliar delapan ratus 
tiga puluh enam juta rupiah); 

3. Farmasi sebesar Rpl.100.685.000.000,00 
(satu triliun seratus miliar enam ratus 
delapan puluh lima juta rupiah ). 

c. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar 
Rp4.012.761.000.000,00 (empat triliun dua 
belas rriiliar tujuh ratus enam puluh satu juta 
rupiah) terdiri atas: 

1. Bidang Infrastruktur Jalan untuk Provinsi 
sebesar Rp601.914.150.000,00 (enam 
ratus satu miliar sembilan ratus empat 
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); 
dan 

2. Bidang Infrastruktur Jalan 
untuk KabupatenjKota sebesar 
Rp3.410.846.850.000,00 (tiga triliun 

· empat ratus sepuluh miliar delapan ratus 
em pat puluh enam juta delapan ratus lima 
puluh ribu rupiah). 

d. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar 
Rp 1.348.508.000.000,00 (satu triliun tiga 
ratus empat puluh delapan miliar lima ratus 
delapan juta rupiah) terdiri atas: 

1. Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Provinsi 
sebesar Rp404.552.400.000,00 (empat 
ratus empat miliar lima ratus lima puluh 
dua juta empat ratus ribu rupiah); dan 

2. Bidang I nfrastruktur Irigasi 
untuk KabupatenjKota sebesar 
Rp943.955.600.000,00 (sembilan ratus 
empat puluh tiga miliar sembilan ratus 
lima puluh lima juta enam ratus 
ribu rupiah).� 
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e. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar. 
Rp502.494.000.000,00 (lima ratus dua miliar 
empat ratus sembilan puluh empat juta 
rupiah); 

f. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar 
Rp463.651.000.000,00 (empat ratus enam 
puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu 
juta rupiah); 

· 

g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah 
sebesar Rp444.504.000.000,00 (empat ratus 
empat puluh empat miliar lima ratus empat 
juta rupiah); 

h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 
Rp1.547.119.000.000,00 (satu triliun lima 
ratus empat puluh tujuh miliar seratus 
sembilan belas juta rupiah) terdiri atas: 

1. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk 
Provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 
(seratus delapan puluh tujuh miliar lima 
ratus juta rupiah); dan 

2. Bidang Kelautan dan Perikanan 
untuk Kabupaten/Kota sebesar 
Rpl.359.619.000.000,00 (satu triliun tiga 
ratus lima puluh sembilan miliar enam 
ratus sembilan belas juta rupiah). 

i. Bidang Pertanian sebesar 
Rp1.879.588.000.000,00 (satu triliun delapan 
ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus. 
delapan puluh delapan juta rupiah); 

j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar 
Rp479.730.000.000,00 (empat ratus tujuh 
puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh 
juta rupiah); 

k. Bidang KB sebesar Rp392.257.000.000,00 
(tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua 
ratus lima puluh tujuh juta rupiah); 

1. Bidang Kehutanan sebesar 
Rp489.763.000.000,00 (empat ratus delapan 
puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh 
tiga juta rupiah) terdiri atas: 

1. Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebesar 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah); dan� 
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2. Bidang Kehutanan untuk Kabupaten/Kota . 
sebesar Rp469. 763.000.000,00 (em pat 
ratus enam puluh sembilan miliar tujuh 
ratus enam puluh tiga juta rupiah).· 

m. Bidang Sarana Perdagangan sebesar 
Rp345.132.000.000,00 (tiga ratus empat 
puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta. 
rupiah); 

n. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 
Tertinggal sebesar Rp356.940.000.000,00 (tiga 
ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus 
empat puluh juta.rupiah); 

o. Bidang Listrik Perdesaan sebesar 
Rp 190.640.000.000,00 (seratus .sembilan 
puluh miliar enam ratus empat puluh 
juta rupiah); 

p. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
sebesar Rp191.243.000.000,00 · (seratus 
sembilan puluh satu miliar dua ratus empat 
puluh tiga juta rupiah); 

q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat 
sebesar Rp 131.617.000.000,00 (seratus tiga 
puluh satu miliar enam ratus tujuh belas 
juta rupiah); 

r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar 
Rp 171.385.000.000,00 (seratus tujuh puluh 
satu miliar tiga ratus delapan puluh lima 
juta rupiah); dan 

s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan 
Perbatasan sebesar Rp121.385.000.000,00 
(seratus dua puluh satu miliar tiga ratus 
delapan puluh lima juta rupiah). 

BAB III 

PENETAPAN ALOKASI 

Bagian Pertama 

Kriteria 

Pasal 3 

(1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah 
ditentukan dengan perhitungan indeks 
berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan 
Kriteria Teknis.# 
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(2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud. 
pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan 
kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan 
dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja 
Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

(3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, dan 
karakteristik daerah. 

(4) 

(5) 

Kriteria Khusus . sebagaimana 
pada ayat (3) memperhatikan: 

dimaksud 

a. Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat, serta 
daerah tertinggal diprioritaskan . mendapat 
alokasi DAK; 

b. Karakteristik Daerah untuk kabupatenjkota 
meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir 
danfatau kepulauan, daerah perbatasan 
dengan negara lain, daerah rawan bencana, 
daerah ketahanan pangan, dan daerah 
pariwisata; dan 

c. Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi 
daerah tertinggal, daerah pesisir danjatau 
kepulauan, daerah perbatasan dengan negara 
lain, daerah rawan bencana, daerah 
ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. 

Kriteria Teknis kegiatan DAK per 
dirumuskan oleh menteri-menteri 
kepala badan/lembaga sebagai berikut: 

bidang 
a tau 

a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. Bidang Kesehatan 
Menteri Kesehatan; 

dirumuskan oleh 

c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur 
Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan 
Infrastruktur Sanitasi dirumuskan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum; 

d. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, 
Bidang Sarana dan Prasarana 
Kawasan Perbatasan, dan Bidang Transportasi 
Perdesaan dirumuskan oleh Menter:i 
Dalam Negeri; /1./ 
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e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan 
oleh Menteri Kelautan dan· Perikanan; 

f. Bidang Pertanian 
Menteri Pertanian; 

dirumuskan oleh 

g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan 9leh 
Menteri Lingkungan Hidup; 

h. Bidang KB dirumuskan oleh Kepala Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional; 

i. Bidang Kehutanan 
Menteri Kehutanan; 

dirumuskan oleh 

j. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 
Tertinggal dirumuskan oleh Menteri 
Pembangunan Daerah Tertinggal; 

k. Bidang Sarana Perdagangan dirumuskan oleh 
Menteri Perdagangan; 

1. Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh 
Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral; 

m. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dirumuskan oleh Menteri Perumaha:il. Rakyat; 
dan 

n. Bidang Keselamatan Transportasi Darat 
dirumuskan oleh Menteri Perhubungan. 

Alokasi DAK 

Bagian Kedua 

Penetapan Alokasi 

Pasa14 

Tahun Anggaran 
masing-masing daerah provinsi dan 
adalah sebagaimana tercantum dalam 

2012 untuk 
kabupaten/kota 
Lampiran yang 

rrierupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.Jl(./ 
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Bagian Ketiga 

Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup Kegiatan 

Pasal 5 

(1) DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk 
meningkatkan pelaksanaan Program Wajib 
Belajar Pendidikan · Dasar Sembilan Tahun 
untuk memastikan semua anak Indonesia dapat 
mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, 
dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui 
penyediaan fasilitas dan sarana prasarana 
pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk 
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), 
serta secara bertahap memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan. 

a. Untuk . SD/SD 
lingkup kegiatan: 

Luar Biasa dengan 

1. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak 
sedang dan berat; 

2. Pembangunan ruang kelas baru; 

3. Pembangunan ruang 
beserta perabotnya; dan 

perpustakaan 

4. Pengadaan sarana untuk peningkatan 
mutu pendidikan 

b. Untuk SMP/SMP Luar Biasa dengan 
lingkup kegiatan: 

1. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak 
sedang dan berat; 

2. Pembangunan ruang kelas baru untuk 
memenuhi kesenjangan antara jumlah 
rombongan belajar dengan jumlah ruang 
kelas yang ada dan memenuhi target 
angka partisipasi kasar di tahun 2015; 

3. Pembangunan ruang 
beserta perabotnya; dan 

perpustakaan 

4. Pembangunan ruang belajar lainnya 
termasuk penyediaan alat pendidikan 
untuk laboratorium IPA, komputer, 
bahasa, dan ruang 
keterampilan/ serbaguna. fl.,./ 

www.jdih.kemenkeu.go.id



• 
• 

MENTERI I<EUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

-9 -

(2) DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan dalam rangka percepatan penurunan 
angka kematian ibu, bayi dan anak, serta 
dukungan program jaminan persalinan dan 
jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III 
Rumah Sakit (RS) melalui peningkatan sarana dan 
prasarana di Puskesmas dan jaringannya, 
Poskesdes dan RS provinsi, dan kabupaten/kota. 
Selain itu DAK Bidang Kesehatan dialokasikan 
juga untuk penyediaan obat dan sarana 
pendukung pengelolaan obat, perbekalan 
kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, 
bermutu dan bermanfaat, terutama untuk 
pelayanan kesehatan penduduk miskin dan 
penduduk di daerah tertinggal, terpencil, 
perbatasan dan kepulauan. 

(3) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kesehatan 
Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, dan Farmasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 
kegiatan sebagai berikut: 

a. Kesehatan Pelayai:J.an Dasar ditujukan untuk 
pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan 
bagi puskesmas dan jaringannya, yang terdiri 
atas kegiatan: 

1. peningkatan puskesmas mampu 
menjalankan persalinan normal; 

2. peningkatan puskesmas menjadi 
puskesmas perawatanfpuskesmas mampu 
Pelayanan Obstetri dan Neonatal 
Emergency Dasar, termasuk rumah dinas 
tenaga kesehatan (nakes) terutama di 
daerah tertinggal perbatasan dan 
kepulauan; 

3. pembangunan puskesmas baru termasuk 
rumah dinas nakes; dan 

4. pembangunan Poskesdes. 

b. Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri atas 
kegiatan sebagai berikut: 

1. pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas 
III RS; 

2. pemenuhan sarana, prasarana dan 
peralatan Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 
Komprehensif RS;W 
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3. pemenuhan sarana, prasarana dan 
peralatan Instalasi Gawat Darurat RS; dan 

4. pemenuhan sarana, prasarana dan 
peralatan untuk pelayanan darah. 

c. Kesehatan Farmasi terdiri atas kegiatan: 

1. pengadaan 
kesehatan; 

obat dan perbekalan 

2. pembangunan baru/rehabilitasi dan 
penyediaan sarana pendukung instalasi 
farmasi kabupaten dan kota; dan 

3. pembangunan baru instalasi farmasi 
gugus pulau/ satelit dan sarana 
pendukungnya. 

(4) DAK Bidang · Infrastruktur Jalan dialokasikan 
untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan 
prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah 
namun merupakan program prioritas nasional 
yang terintegrasi di bidang jalan. 

· 

(5) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala 
jalan dan jembatan provinsi, kabupatenfkota, 
peningkatan kapasitas jalan dan jembatan 
provinsi, kabupatenfkota, serta pembangunan 
jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota. 

(6) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi dialokasikan 
untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah 
irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan 
mendukung upaya Pemerintah dalam rangka 
pemenuhan target "Surplus Beras Minimal lO Juta 
Ton dalam jangka waktu 5-10 tahun". 

(7) · Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). terdiri atas 
kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah 
irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi 
dapat segera kembali seperti sedia kala dan 
peningkatan jaringan irigasi sebagai perwujudan 
kontribusi daerah terhadap pemenuhan target 
nasional tersebut.fw" 
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(8) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dialokasikan . 
untuk mendukung peningkatan cakupan 
pelayanan air minum untuk meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi 
SPM penyediaan air minum. 

(9) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air 
Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
terdiri atas kegiatan peningkatan sambungan 
rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah 
di perkotaan, pemasangan master meter 
untuk masyarakat miskin perkotaan, serta 
peningkatan pelayana,n air minum di lokasi rawan 
air dan/ a tau terpencil. 

(10) DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dialokasikan 
untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan 
pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, 
dan drainase) untuk meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM 
penyediaan sanitasi. 

( 11) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur 
Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
terdiri atas: 
a. pengembangan prasarana dan sarana air 

limbah komunal; 
b. pengembangan fasilitas pengurangan sampah 

dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle); 
dan 

c. pengembangan prasarana 
drainase mandiri yang 
lingkungan, ecodrainage, 
skala kawasan. 

dan sarana 
berwawasan 

drainase. 

(12) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah 
dialokasikan untuk meningkatkan kinerja 
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah 
yang terkena dampak pemekaran sampai dengan 
tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana 
pemerintahannya belum layak dan memadai. 
Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan 
daerah non pemekaran tertentu. 

(13) Lingkup kegiatan DAK Bidang · Prasarana 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (12) terdiri atas kegiatan pembangunan 
kantor Bupati, Walikota, Sekretariat Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.N 
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(14) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan 
untuk meningkatkan sarana dan prasarana 
prdduksi, pengolahan, mutu, pemasaran, 
pengawasan sumber daya kelautan dan 
perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan 
perikanan serta penyediaan sarana prasarana 
pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan 
produksi perikanan terutama pada daerah yang 
memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai 
wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan). 

(15) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan 
Perikanan sebagaimaha dimaksud pada ayat (14) 
terdiri atas: 

a. pengembangan sarana dan prasarana 
perikanan tangkap termasuk didalamnya 
pengadaan kapal untuk provinsi; 

b. pengembangan sarana dan prasarana 
perikanan budidaya; 

c. pengembangan sarana dan prasarana 
pengolahan, peningkatan mutu dan 
pemasaran hasil perikanan; 

d. pengembangan sarana dan prasarana 
pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir 
dan pulau-pulau kecil; 

e. pengembangan sarana dan prasarana 
pengawasan sumber daya kelautan dan 
perikanan; 

f. pengembangan sarana dan prasarana 
penyuluhan perikanan; dan 

g. pengembangan sarana statistik kelautan dan 
perikanan. 

(16) DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk 
mendukung pengamanan dan peningkatan 
produksi bahan pangan dalam negeri dalam 
rangka pencapaian ketahanan pangan nasional. 

(17) Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri atas: 
a. perluasan areal pertanian; 

b. penyediaan prasarana dan sanina pengelolaan 
air; 

c. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 
lahan; 

d. penyediaan lumbung pangan masyarakat atau 
gudang pangan pemerintah; W 
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e. pembangunanjrehabilitasi Balai Penyuluhan 
Pertanian di Kecamatan; 

f. penyediaan prasarana dan sarana 
Balai PerbenihanjPerbibitan Kabupaten 
untuk Tanaman PanganjHortikulturaj 
Perkebunan/Peternakan; 

g. pembangunanjrehabilitasi PusatjPos/Klinik 
Pelayanan Kesehatan Hewan dan I nseminasi 
Buatan; dan 

h. penanganan pasca panen. 

(18) DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di 
daerah, dengan meningkatkan peran dan tanggung 
jawab pemerintah kabupatenfkota terutama 
untuk meningkatkan kualitas air, udara dan tanah 
di wilayahnya melalui pengadaan sarana dan 
prasarana fisik penunjang. 

(19) Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas: 
a. pemantauan kualitas air yang dilakukan 

melalui kegiatan pembangunan gedung 
laboratorium, penyediaan sarana dan 
prasarana pemantauan kualitas a1r, 
pembangunan laboratorium bergerak, dan 
kendaraan operasional; 

b. pengendalian pencemaran melalui kegiatan 
penerapan teknologi sederhana untuk 
pengurangan limbah, Taman Kehati, Instalasi 
Pengolahan Air Limbah medik dan Usaha Kecil. 
dan Menengah, dan pengadaan kendaraan 
pengangkut sampah; 

c. pengendalian polusi udara melalui kegiatan 
pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan 

d. perlindungan sumber daya air melalui 
kegiatan penanaman di luar kawasan hutan, 
dan pengadaan papan informasi. 

(20) DAK Bidang KB dialokasikan untuk meningkatkan 
akses dan kualitas pelayanan KB melalui 
peningkatan: 
a. daya jangkau dan kualitas penyuluhan, 

penggerakan, dan pembinaan program KB 
tenaga lini lapangan; 

b. sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; 

c. sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, 
dan edukasi program KB; W 
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d. sarana fisik pembinaan tumbuh kembang . 
anak; dan 

e. sarana pengolahan data dan informasi .. 

(21) Lingkup kegiatan DAK Bidang KB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (20) terdiri atas: 

a. penyediaan sarana mobilitas 
dan sarana pengelolaan data 
teknologi informasi (personal 
bagi Penyuluh KB (PKB)/Petugas 
KB (PLKB) / Petugas Penyuluh 
KB (PPLKB); 

(motor) 
berbasis 

computer) 
Lapangan 
Lapangan 

b. pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB 
statis (Implant Kit, I UD Kit) dan sarana 
Pelayanan KB Keliling (MUY AN) dan 
pembangunan Gudang Alat/ Obat Kontrasepsi; 
dan 

c. penyediaan sarana dan prasarana penerangan 
KB keliling (MUPEN), pengadaan Public Adress 
dan KlE. 

(22) DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk 
meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai, dalam 
rangka mempertahankan dan meningkatkan daya 
dukung sumber daya hutan, tanah, dan air. 

(23) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas: 
a. rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung, 

lahan kritis, Taman Hutan Raya (Tahura) dan 
Hutan Kota; 

· 

b. sarana dan prasarana pengamanan hutan; 

c. sarana dan prasarana Tahura; 

d. sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan 
Hutan; dan 

e. sarana dan prasarana penyuluhan 

(24) DAK Bidang Sarana Perdagangan dialokasikan 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sarana perdagangan untuk mendukung pasokan 
dan ketersediaan barang (terutama· bahan pokok), 
serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat 
meningkatkan daya beli masyarakat dan 
mendukung upaya perlindungan konsumen, 
terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, 
terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, 
serta daerah yang minim sarana perdagangannya.)l4/' 
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(25) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri atas: 

a. pendanaan kegiatan pembangunan dan 
pengembangan pasar tradisional; 

b. peningkatan sarana metrologi legal; dan 

c. pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan 
penunjangnya dalam kerangka Sistem 
Resi Gudang. 

(26) DAK Bidang Sarana dan Prasarana 

(27) 

Daerah Tertinggal dialokasikari untuk 
melakukan percepatan pembangunan daerah 
tertinggal dengan meningkatkan pengei:nbangan 
perekonomian daerah dan kualitas sumber daya 
manusia yang didukung oleh kelembagaan dan 
ketersediaan infrastruktur perekonomian dan 
pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat 
tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna 
dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya 
dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. 

Lingkup kegiatan DAK Bidang 
Prasarana Daerah Tertinggal 
dimaksud pada ayat (26) terdiri atas: 

Sarana dan 
sebagaimana 

a. penyediaan moda transportasi daratjperairan 
untuk meningkatkan mobilitas barang dan 
penumpang antar wilayah perdesaan dengan 
pusat pertumbuhan; 

· 

b. pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil 
atau tambatan perahu untuk mendukung 
angkutan orang dan barang, khususnya 
dermaga kecil atau tambatan perahu di 
wilayah pes1s1r yang tidak ditangani 
Kementerian Perhubungan; 

c. penyediaanjpembangunan pembangkit energi 
listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber 
energi mikrohidro dan pikohidro; 

d. pembangunan/rehabilitasi embung mgasi 
untuk menunjang sektor pertanian; dan 

e. pembangunanjrehabilitasi 
antardesa. � · 

jembatan 
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(28) DAK Bidang Listrik Perdesaan dialokasikan untuk 
mendanai kegiatan fisik bidang energi baru 
terbarukan yang meliputi pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 
baru, rehabilitasi PLTMH yang rusak, 
perluasanjpeningkatan pelayanan tenaga listrik 
dari PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) Terpusat (komunal), serta Pembangkit 
Listrik Tenaga Hybrid. 

(29) Lingkup kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (28) terdiri atas 
kegiatan pembangumin pembangkit listrik dengan 
memanfaatkan potensi energi terbarukan. 

(30) DAK Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dialokasikan untuk meningkatkan 
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan dan kawasan permukiman dalam 
rangka menstimulan pembangunan perumahan 
dan kawasan permukiman bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di kabupatenjkota. 

(31) Lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (30) terdiri atas 
kegiatan membantu daerah dalam mendanai 
kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan 
kawasan permukiman dalam rangka mencapai 
SPM meliputi: 

a. penyediaan sarana dan prasarana air minum; 

b. parana septik tank komunal; 

c. tempat pengolahan sampah terpadu ; 

d. jaringan distribusi listrik; dan 

e. penerangan jalan umum 

(32) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 
dialokasikan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna 
transportasi jalan di kabupaten/kota guna 
menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas 
angkutan jalan dalam rangka melaksanakan 
rencana aksi "road map to :z;ero accidenf'.� 
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(33) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan 
Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (32) terdiri atas kegiatan pengadaan dan 
pemasangan fasilitas dan peralatan keselarriatan 
jalan melalui pemasangan rambu jalan, marka 
jalan, pagar pengaman jalan, alat pengatur isyarat 
lalu lintas, paku jalan, dan delienator. 

(34) DAK Bidang Transportasi Perdesaan 

(35) 

dialokasikan untuk: 

a. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan 
akses masyarakat terhadap pelayanan 
transportasi, serta mengembangkan 
keperintisan transportasi darat, sungai, 
danau, perairan dan laut di daerah perdesaan; 

b. pengembangan sarana dan prasarana 
transportasi perdesaan yang diprioritaskan 
untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan 
di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor 
pertanian, perikanan, dan pariwisata); dan 

c. mendukung keberlanjutan atas pemanfaatan 
angkutan perdesaan. 

Lingkup kegiatan DAK Bidang Transportasi 
Perdesaa:n sebagaimana dimaksud pada ayat (34) 
terdiri atas: 

a. jalan poros desa melalui perribangunan, 
peningkatan dan pemeliharaan jalan an tar. 
desa yang menghubungkan sentra produksi 
dengan sentra pemasaran di kawasan 
strategis cepat tumbuh; dan 

b. penyediaan angkutan perdesaan melalui 
pengadaan sarana transportasi angkutan 
penumpang dan barang yang sesuai dengan 
karakteristik dan kebutuhan daerah. 

(36) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan 
Perbatasan dialokasikan untuk mendukung 
kebijakan pembangunan kawasan _perbatasan, 
yaitu mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat 
menghambat upaya pengamanan batas wilayah, 
pelayanan sosial dasar, serta pengembangan 
kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di 
kecamatan-kecamatan perbatasan.w 

www.jdih.kemenkeu.go.id



(37) 

MENTERII<EUANGAN 

REPUBLII< INDONESIA 

-18 -

Lingkup kegiatan OAK Bidang 
Prasarana Kawasan Perbatasan 
dimaksud pada ayat (36) terdiri atas: 

Sarana dan 
sebagaimana 

a. Pembangunan jalan/peningkatan kondisi 
permukaan jalan non-status 
yang menghubungkan kecamatan perbatasan 
prioritas dengan pusat kegiatan di 
sekitarnya, yang disinergikan 
dengan pelaksanaan kegiatan OAK jalan, 
Dana Dekonsen trasi/ TugasPemban tuan 
Kementerian Pekerjaan Umum, serta APBD; 

b. Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil 
atau tambatan perahu untuk mendukung 
angkutan orang dan barang, khususnya 
dermaga kecil atau tambatan perahu 
di wilayah pesisir yang tidak ditangani 
Kementerian Perhubungan, yang disinergikan 
dengan pelaksanaan kegiatan 
Dana DekonsentrasijTugas Pembantuan 
Kementerian Perhubungan, Dana 
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 
APBD; dan 

c. penyediaan moda transportasi 
perairanjkepulauan untuk meningkatkan 
arus orang, barang dan jasa, yang 
disinergikan dengan pelaksanakan kegiatan 
Dana DekonsentrasijTugas Pembantuan 
Kementerian Perhubungan dan APBD. 

BAB IV 

PETUNJUK TEKNIS 

Pasal 6 

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri 1m, 
menteri/kepala badan menetapkan 
Petunjuk Teknis Penggunaan OAK untuk 
masing-masing bidang. 

(2) Petunjuk Teknis Penggunaan OAK yang menjadi 
dasar pelaksanaan OAK di daerah merupakan 
Petunjuk Teknis Penggunaan OAK yang ditetapkan 
oleh menterijkepala Badan. 

(3) Petunjuk Teknis ditetapkan . paling 
2 (dua) minggu sesudah Peraturan 
ini diundangkan. � 

lam bat 
Menteri 
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BAB V 

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal 7 

(1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan 
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. 

(2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk 
Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh 
menterijkepala badan terkait. 

(3) DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai 
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, 
penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. 

Pasal 8 

Pelaksanaan kegiatan yang didana:i DAK harus selesai 
paling lambat tanggal 31 Desember 2012. 

(1) 

Pasa19 

Daerah penerima DAK 
optimalisasi penggunaan 
yang diterimanya. 

dapat melakukan 
atas besaran DAK 

(2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada 
bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan. 

BAB VI 

DANA PENDAMPING 

Pasal 10 

(1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan 
Dana Pendamping paling kurang 10% 
(sepuluh persen) dari alokasi · DAK 
masing-masing bidang. 

(2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD. 

(3) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di atas digunakan untuk kegiatan fisik.� 
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BAB VII 

PENYALURAN 

Pasal 11 

( 1) Penyaluran DAK dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(2 ) Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 
transfer ke daerah. 

BAB VI I I  

PELAPORAN 

Pasal 12 

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan 
yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan 
penggunaan DAK masing-masing bidang kepada 
menteri teknis/kepala badan terkait. 

(2 ) Kepala Daerah menyampaikan laporan 
triwulan yang merupakan kompilasi dari 
laporan seluruh bidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan 
Menteri Dalam Negeri. 

(3) Menterijkepala badan menyampaikan laporan 
pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun 
anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri 
Perencanaan Pembangunan NasionaljKetua Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta 
Menteri Dalam Negeri. 

BAB IX 

PEMANTAUAN, EVALUASI , DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

(1) Menteri/kepala badan melakukan pemantauan 
dan evaluasi dari segi teknis terhadap 
penyelenggaraan kegiatan di daerah yang 
dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangai:J. 
masing-masing. "}'�>/ 
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(2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan 
evaluasi keuangan DAK. 

(3) Pengawasan atas pelaksanaan DAK dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan 
penempatannya dalani Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Desember 2011 

MENTERl KEUANGAN, 

ttd. 

AGUS D. W. MARTOWARDOJO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Desember 2011 
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

ttd. 

AMIR SYAMSUDDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 819 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 
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42 Kota TebingTi 3.685,83 1.354,87 1.795,73 873,92 2.694,16 4.723,12 1.690,24 710,02 1.221,42 1.077,76 2.467,43 1.746,04 693,30 589,64 25.323,48 
43 KotaP "dempuan 5.414,31 1.909,84 1.728,08 1.242,41 3.138,64 4.993,38 874,78 707,48 784,89 1.311,19 773,66 744,79 363,15 23.986,60 
44 Kab. Pakpak Bharat 4.299,25 1.764.26 1.880 03 717,66 2.053,87 4.144,43 1.167,82 600,94 688,87 960,78 3.216,25 824,38 662,69 1.338,47 937,18 204,02 25.460,90 
45 Kab. Nias Selatan 32.760,84 4.825,o:2 1.873 77 2.170,98 2.350,85 6.039,49 1.687,50 809,16 706,45 1.552.21 3.545,91 1.104,16 1.001,84 1.958,60 1.149,39 252,46 890,54 64.679,17 
46 Kab. Humbang Hasundutan • 7.823,39 2.074,67 1.690 1 7  869,21 2,040,99 5.425,49 937.27 746,32 765.21 953,78 3.146,95 674,86 686,54 921,09 212,20 28.968,14 
47 Kab. Serdang Bed 28.507,37 4.619,20 1.999,51 1.830,26 2.580,50 10.481,77 1.132.20 992,58 918,81 3.518,86 4.791,63 1.201,94 903,72 954,97 271,58 64.704,90 
48 Kab. SaJ:nDsir 11.527,40 1.904,91 1.763,38 960,74 5.913,20 1.170,09 647,26 760,43 4.948,40 3.919,08 887,64 712,51 1.025,76 778,36 206,97 37.126,13 
49 Kab. Batubara 25.197,23 1.558,30 1.667,87 2.648,66 3.738,51 785,92 727,90 720,55 1.496,40 3.678,49 950,70 714,37 263,74 44.148,64 
50 Kab. Pada.n Lawas 9.972,04 3.148,28 2.504,02 2.297,09 2.517,02 5.256,39 826,55 714,07 570,47 3.574,70 1.253,47 3.288,53 738,99 755,44 1.129,27 191,99 3.782,53 42.520,85 
51 Kab. PadangLawasUtaza 18.906,41 1.315,49 1.657,56 1.058,20 1.968,11 5.860,74 890,05 725,60 708,03 909,82 712,88 815,34 1.015,33 189,68 35.733,24 
52 Kab. Labuhanbatu Selatan 15.705,38 1.714,16 2.412,97 1.867,31 5.557,07 664,94 612,13 522,12 833,57 2.785,07 720,63 630,54 192,11 34.218,00 
53 Kab. Labuhanbatu Utaza 11.389,56 1.949,03 5.291,87 2.060,37 5.376,40 723,77 795,60 638,86 4.034,30 877,79 3.694,72 870,54 689,93 204,18 3.898,22 42.495,14 
5 4  Kab. Nias Uta= 13.978,38 2.225,29 1.907,62 1.546,54 6.085,11 1.327,28 795,66 657,35 1.341,88 1.594,84 768,97 1.688,42 l.l37,81 251,60 1.098,40 36.405,15 
5 5  Kab. NiasBarat 28.352,12 5.872,30 2.116,40 3.121,05 6.584,32 1.930,70 929,19 775,44 2.340,79 3.773.63 1.017,41 845.13 1.396,04 1.733,12 1.196,48 322,59 1.447,87 63.754,58 
56 KDtaGunungsitDli 22.958,53 4.686,61 3.639,72 3.216,15 11.207,34 2.586,27 1.117,82 1.081,49 2.513,32 1.214,79 952,87 1.406,26 317,01 56.898,18 
Dt Provinsi. SUmateu. Barat 3.604,72 13.336,58 11.017,61 4.541,81 32.500,72 
57 Kab. Lima uluhKDta 11.851,23 3.501,14 1.708,88 1.107,42 2.392,13 6.861,53 2.926,21 784,74 753.05 1.573,77 3.666,14 4.325,44 796,84 748,74 1.206,87 211,17 44.415,30 
58 Kab. Agam 35.543,20 3.794,45 1.769,15 1.405,77 2.678,80 8.625,69 4.208,96 1.094,68 1.195,37 4.802,21 5.439,43 983,52 1.022,23 1.354,32 284,97 74.202,75 
59 Kab. Ke ulauanMentawai 7.765,63 1.967,43 1.846,56 1.179,09 10.057,73 1.272,50 717,78 708,54 4.921,30 1.011,52 718,41 2.348,65 212,14 857,12 35.584,40 
60 Ka.b. P P:uiam.an 24.861,31 3.610,58 1.774,25 2.181,90 7.922,71 3.957,85 1.862,61 738,11 1.720,75 4.859,12 4.817,84 912,79 842,53 1.205,86 1.133,02 1.218,73 297,24 63.917,20 
61 Kab. Pasaman 14.719,99 2.746,37 2.223,20 1.755,77 2.092,43 5.735,54 2.072,99 1.018,55 997,79 3.435,00 4.173.29 753,52 766,02 1.250,65 197,92 43.939,03 
62 Kab. PesisirSelatan 17.962,16 3.602,37 4,625,40 2.441,75 2.747,20 15.075,94 3.981,55 1.103,28 1.198,62 4.607,34 6.212,77 885,22 917,80 1.061,23 1.808,68 1.982,07 229,95 70.443,33 
6 3  Kab. Sljunjung 9.874,56 3.960,24 1.716,69 1.236.09 7.812,67 4.165,37 772,20 999,79 2.600,29 4.519,52 855,87 730,84 1.219,49 1.260,24 1.057,96 210,33 42.992,15 
64 Ka.b. SD!Dk 13.897,32 3.701,62 1.736,19 1.484,79 9.728,04 2.100,36 1.025,37 821,41 3.438,15 2.369,79 4.455,67 1.445,09 818,36 1.183,64 1.495,76 985,11 216,82 3.859,08 54.762,57 
65 Xab. Tanah Datar 10.901,27 4.162,23 2.503,05 985,42 2.489,28 9.547,00 5.422,54 908,02 1.077,38 1.969,20 4.823,31 739,37 904,42 1.256,66 290,88 47.980,03 
66 KDtaBukl 4.265,74 1.655,45 2.265,42 551,17 2.898,70 713,10 694,99 1.229,15 1.290,68 2.624,52 1.067,84 673,39 647,12 20.577,27 
67 KDta P Pan 3.362,15 1.060,38 1.700,94 600,87 2.830,95 1.038,33 173,86 860,27 1.212,60 2.589,68 841,44 629,62 741,47 387,05 18.629,61 
68 KDtaPad.ang 24.233,83 4.515,32 2.675,25 3.161,23 2.239,74 7.560,50 1.516,63 780,42 1.205,93 3.209,43 2.712,98 3.099.55 1.264,97 875,38 274,91 4.796,69 64.122,76 
6 9  Kota Pa huh 6.981,58 1.630,48 1.983,85 779,64 2.771,73 688,61 687,17 1.034,53 3.338,43 1.154,40 2.746,79 731,51 706,66 324,53 25.559,91 
70 KotaSawahl.untD 3.794,15 1.356,44 1.757,89 742,47 4.393,88 717,27 835,50 1.002,27 1.047,97 2.703,24 1.020,69 621,11 244,03 20.236,91 
71 KDtaSDIDk 3.380,86 1.185,92 2.021,46 483,80 4.609,15 1.901,56 714,86 1.153,98 3.075,44 1.083,08 2.582,63 791,78 625,23 298,91 23.908,66 
72 KDtaPariaman 7.510,20 1.241,36 1.733,65 535,37 3.411,96 1.001,98 662,12 1.112,16 2.274,81 2.583,54 2.723,13 1.226,62 657,82 347,72 27.022,44 
73 Ka.b.PasamanBarnt 16.440,71 3.426.56 1.760,92 1.646,15 2.976,18 7.788,08 2.372,71 893,75 837,54 4.398,99 4.794,93 847,38 691,17 1.221,05 1.498,53 1.094,03 219,02 52.908,30 
7 4  Kab. Dharmasra.ya 6.376,25 2.341,18 1.767,36 1.121,70 2.066,14 6.178,89 1.370,71 967,68 834,23 2.950,44 2.044,41 3.573,29 935,84 675,01 1.131,19 1.092,76 919,19 209,19 36.555,46 
75 Kab. SDlDk Sda.tan 6.402,02 1.895,58 2.046,86 962,15 2.523,59 4.005,94 2.275,29 784.52 648,11 3.106.52 1.262,11 3.016,20 909,32 677,05 1.151,02 1.160,90 1.014,60 189,13 34.030,91 
IV ProviDsi Riao. 32.512,11 21.201,61 7.439,04 1.338,61 62.491,37 
76 Kab. Bengkalis 25.704,69 10.337,65 3.479,11 1.352,81 40.874,26 
77 Kab.lndragiri Hilir 40.558,90 3.490,30 12.691,47 3.438,42 1.290,33 3.488,05 7.048,39 1.364,48 73.370,34 
78 Xab. Indragiri Hulu 27.100,05 12.902,42 3.532,21 1.450,58 1.476,15 46.461,41 
79 Kab. Ka.mpar 12.291,48 3.407,88 3.641,49 5.987,26 1.298,73 1.154,68 1.442,77 29.224,29 
80 Kab. Kuantan gi 3.125,55 17.972,40 4.860,34 1.454,45 27.412,74 
81 Kab. Pelalawan 9.113,69 4.129,95 3.376,89 8.849,80 1.306,91 26,717,24 
82 Kab. RDkan Hilir 5,743,59 13.754,05 3.595,15 5.955,60 1.402,84 30.451,23 
a3 Ka.b. RDkan Hulu 10.157,29 5.754,75 1.279,97 17.192,01 

;. 84 Ka.b. Siak 4.042,11 11.671,52 15.713,63 -I . ·-- � 
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258 Kot.a Malang 3.160,27 2.626,76 2.156,56 1.326.89 1.116,27 954,77 483,18 10.072,61 21.897,31 
259 Kola Mo"okerto - 3.292,11 1.232,95 1.627,62 789,50 2.012,81 2.191,01 761,46 793,97 782,29 653,35 629,72 697,11 15.463,90 
260 Kota.Pasuruan 4.1182,70 1.458,88 1.663,66 515,77 2.394,48 581,08 698,06 1.024,01 1.442,78 2.532,04 734,67 647,62 482,45 19.058,20 
261 Kota Probolinggo 8.009,96 1.304.21 2.544,98 862,85 2.024,86 4.095,73 1.691,39 1.238,28 1.308,28 2.121,66 2.777,08 2.456,19 1.127,75 805,03 447,92 32.816,17 
262 KotaSurabaya 22.024,76 9.558,99 2.619,64 10.621,88 3.250,33 1.767,03 1.558,74 1.221,39 604,80 53.227,56 
263 Kota Batu 3.871,22 1.492,84 1.658,87 1.253,64 2.407,92 737,72 809,65 994,60 863,47 2.509,44 688,81 595,40 261,01 18.244,59 

XVII Provinsi Kalhnantan llan.t 6.580,61 18.251,62 11.691,68 5.389,13 43.913,04 
264 Kab. Ben yang 12.92.5.26 5.338,85 3.217,69 1.194.05 2.295,90 9.806,60 2.932,15 1.670,98 783,46 3.515,51 5.763,31 990,78 812,13 1.142,86 1.848,32 1.082,45 212,41 4.532,56 60.067.27 
265 Kab. La.ndak 27.884,88 6.984,46 2.671,17 2.083,81 2.235,38 8.021,98 3.074,59 1.034,46 662,43 1.208,30 7.363,53 1.067,95 772,40 985,52 1.992,73 910,82 195,72 69.150,13 
266 Kab. Ka >a.s Hulu 14.967,60 7.358,14 3.011,04 1.953,75 3.912,65 10.481,77 3.021,21 1.205,76 629,03 3.825,46 5.380,01 1.272,11 1.128,52 1.239,40 2.304,87 1.213.61 182,08 14.392,35 77.479,36 

267 Kab. Ketapan 29.776,73 7.402,55 3.062,32 1.191,00 2.578,60 12.154,86 3.047,87 1.023,33 1.184,62 5.131,76 1 1.642,63 1.157,63 874,43 2.391,96 1.171.29 181,21 83.972,79 
268 Kab. Pontianak 11.063,48 2.897,28 2.192,80 1.940,98 6.530,40 2.270,10 1.180,72 839,06 5.810,24 3.890,12 1.406,73 711,88 1.278,12 213,20 42.225,11 
269 Kab. Sambas 14.003,62 8.637,31 2.158,16 3.522,80 2.786,48 8.090,98 2.974,14 1.355,83 928,64 5.986,31 6.102,33 8.151,09 1.077,83 913,86 1.272,75 2.431,68 2.178,44 220,20 11.679,80 4.621,82 89.094,07 
270 Kab. San u 34.495,45 9.318,73 1.893,27 2.422,74 2.342,74 7.240,96 2.238,77 1.286,94 1.194.87 3.773,76 1.645,32 9.396,84 1.131,35 880,54 1.122,67 2.583,18 1.022,97 192,80 4.766,58 88.950,48 
271 Kab. Sint<mg 23.702,97 9.057.53 2.302,55 3.200,41 9.374,17 1.507,57 899,43 702.59 1.452,34 12.385,69 1.478,81 900,77 1-213,52 2.489,95 989,54 184,01 5.181,99 77.023,84 
272 KotaPontianak 15.251,90 3.764,20 1.698,59 2.503,33 3.422,56 1.108,32 1.581,67 1.154,63 3.447,33 2.628,10 1.181,69 686,16 551,73 5.773,42 44.753,63 

273 KotaSin wang 5.779,42 2.087,78 2.140,10 895,28 4.766,89 3.819,56 791,22 1.141,38 3.902,18 1.834,41 2.913,06 888,10 691,60 1.052,27 877,75 232,86 33.813,86 
274 Kab. Sekadau 34.658,26 4.303,88 2.406,38 1.557,32 9.164,21 1.130,66 2.262,93 1.048,97 1.477,77 9.572,52 1.957,29 708,86 1.347,98 1.649,80 1.036,56 193,93 782,63 75.269,95 
275 Kab. Melawi 17.173,96 4.660,16 1.755,01 774,10 9.078,96 1.001,82 968,60 642,63 1.217,31 6.435,16 1.093,35 743,44 1.218,29 1.779,25 1.014,57 188,28 703,68 50.448,59 
276 Kab. Ka ngUtara 7.916,85 2.060,07 2.874,34 1.079,13 6.007,42 1.886,60 741,39 722,12 3.655,26 3.058,74 7.107,30 1.082,24 670,10 1.170,23 2.217,26 1.321,70 192,68 4.076,64 47.840,07 
277 Kab. Kubu Ra.ya 35.552,84 3.569,48 3.295,38 4.115,19 6.531,18 3.095,25 822,48 1.062,56 6.373,69 3.987,63 7.564,98 1.660,86 712,13 1.329,04 183.35 80.855,05 

XVIII Provilui Kalhnantan Ten 21.266,71 23.777,00 5.140,57 50.184,28 
278 Kab. Barito Selat<m 7.694,92 3.190,66 1.783,70 626,13 2.078,42 7.753,25 2.573,51 913,40 823,89 2.286,68 2.074,54 5.384,83 978,85 805,41 177,97 40.146,15 
279 Kab. Barito Utara 14.795,91 3.565,00 2.146,81 873,22 4.372,05 911,82 809,11 813,73 1.207,52 3.3ll,14 1.295,01 174,32 34.275,74 

280 Kab. Kapua:. 17.277,67 8.200,72 1.834,84 1.881,76 2.155,82 18.815,55 3.346,44 1.099,23 749,60 1.641,75 2.694,14 9.476,72 1.415,40 958,30 1.081,40 186,81 72.816,16 
281 Kab. Kotawaringin Barat 11.249,93 3.398,68 3.853,49 9.427,05 27.939,15 
282 Kab. Kotawaringin Timur 14.089,78 5.567,06 3.776,04 5.945,27 1.442,29 30.820,44 
283 KotaPalan Ra.ya 4.882,04 2.397,94 1.825,12 789,19 7.843,74 750,52 1.057,44 1.015,97 1.993,27 1.866,10 3.379,60 1.199,89 792,34 1.314,17 198,04 31.305,37 
284 Kab. Barito Timur 5.855,08 2.826,44 1.774,30 580,55 2.647,59 4.792,15 838,80 930,81 799,74 1.154,05 6.544,52 999,57 778,88 1.327,94 191,77 32.042.29 
285 Kab. Murung Ra.ya 1.423,41 1.423,41 
286 Kab. Pulang Pisau 10.902,75 4.441,24 2.162,72 820,03 5.960,67 3.208,11 825,22 771,89 3.023,99 2.623,ll 5.796,88 891,00 720,09 1.309,63 185,21 43.643,54 

287 Kab. GlUl�mgMas 7.855,64 3.725.50 1.904,41 731,70 2.172,21 5.789,49 834,62 809,23 538,77 1.794,78 1.698,73 5.817,98 1.085,61 996,13 181,24 680,66 36.717,70 
288 Kab. Lamandau 4.157,21 2.015,19 2.433,90 718,13 7.254,28 1.190,82 766,66 720,32 1.058,55 9.565,51 1.859,08 702,78 935,27 183,37 610,08 34.181,25 
289 Kab. Sukamara 4.378,56 1.215,01 1.983,18 545,19 4.444,33 983,56 759,54 773,73 1.832,08 3.594,15 785,45 701,17 1.275,02 971,32 194,50 24.435,80 

290 Kab. 3.769,55 1.991,09 1.019,70 5.780,34 
291 Kab. Sc 6.562,41 2.156,29 1.915,1 1  1.524,22 2.211,05 12.855,26 2.559,62 978,30 851,61 2.769,34 6.970,04 1.135,80 795,91 3.349,57 950,82 182,53 877,55 48.555,53 
XIX Provinsi. :!Calli>lantanSela 4.315,81 17.995,54 12.192,55 3.066,94 1.277,41 38.848,25 

292 Kab. Ban"ar 8.541,30 7.088,79 2.245,63 2.852,56 6.554,01 1.592,11 699,80 921,04 7.592,32 6.532,49 1.516,55 970,21 1.306,78 199,02 5.359,31 54.071,92 
293 Kab. Barito Kuala 19.652,94 7.090,20 1.754,34 1.241,14 5.774,57 2.782,85 735,56 920,40 2.686,78 7.675,55 973,34 905,28 1.135,37 2.302,76 211,70 5.825,94 52.559,73 
294 Kab. Hulu Sungai Selatan 8.263,86 4.764,54 1.701,60 552,84 5.581,15 2.735,47 719,49 705,48 6.315,92 4.901,44 1.651,54 790,43 1.178,43 225,28 40.288,58 
295 Kab. Hulu SungaiTengah 7.515,63 2.391,70 1.722,40 765,66 5.123,09 1.915,39 724,60 955,65 1.871,97 5.108,83 1.356,77 785,77 998,67 231,40 31.457,53 
296 Kab. Hulu Sungai Utara 11.120,51 2.310,19 2.578,52 1.793,27 7.403,12 3.107,62 2.804,1 1  895,75 5.324,15 4.158,16 1.013,26 842,91 1.240,44 1.647,03 1.141.22 247,59 47.627,95 
297 K.ab. Kotaba.ru 8.111,86 5.564,59 7.156,18 1.167,79 922,81 1.342,51 24.255,74 

8 Kab. Tabalong 3.635,25 1.303,62 4.938,87 
299 Kab. Tan.ah Laut 5.335,34 2.769,40 4.035,60 5.548,30 1.724,29 960,02 20.372,95 
300 Kab. Ta in 3.949,16 3.389,17 1.912,80 970,90 5.457,93 826,12 780,87 744.03 1.882,63 7.540,42 831,24 781,20 1%,92 29.253,39 � 

www.jdih.kemenkeu.go.id



NO I DAERAH 

oiBa: �TiD 

• . .-.. najam E 

1 �1 
!"':: T�du 

I 329 �� �ulaaJ18 J 

332 

Kol>.l 
333 Sela� 

= 

� 

" "' z 
;2 a a z 
:;: 

£!!. � � 

0. 
" "' z 
;2 a a z "' 0. 

" " " "' " " 
0 !< z z El :1 ::i z '" !;; " " § �  5 " ;:iZ " ., �  ,. j  "' ;;: o. El  ?:: __ ::§ 0. 

1.852,· 

1.707,1 

1.826,20 572,24 

1.805,63 1.113,71 

mE . 

. 

4.122,64 ll 

1.897,45 2.934,25 8. 

2.274,77 4.• 

2.293,48 3.936,53 9.• 

1.221,30 2.168,51 5.' 

2.895,34 6.1 

• 
:; " " " " !< !< " " " " ... h �� "" "  "- Z  3 �  z -_ ,  

15.752,34 

2.915,29 1.410,� 

1.524,09 875,'; 

2.281,60 973,! 

722,43 1.148,': 

682,57 

1.457,17 

1.706,25 

845,18 

� 

�� �;.l -� �'fi¥� %'fi� 
�"'.k2' ��,·���4 �:�r!{�WjiJ/t-�t 

MENTER! KEUANGAN 

P.EPUBL!K INDONESIA 

" " !< " " !;; ;:i "" z -

� 
� 

- 8 -

0. " � 
" z 
z z z ;§ " " � z " 1- Z  sa ;:i � ;:!  � " "' ii ii2  z " "' 

" :.: :;:  0. ::; 

""I I � 89,87 1.355,! 

'· 
.112,98 4.1 

.758,99 5.! 

'' 

" ;:i "' 
.: " � £§ :  o z z "' ,_  o: i'l  g ;:i �  <C z  " "' 82 §  � "  " 
� gs  "' " "' " "' � I " z ;:i " "' 1� I 2 .:  - 0  

H8,26 l 
247,72 1 
\30,45 � 

7,152,22 219,88 

321,59 

1.700,21 1.349,70 1.382,37 1.117,61 915,62 1.914,72 3.145,75 7,354,15 750,70 1.488,52 232,27 

z z :z z " "' "' " " "' " h " z " z " "' � z ;§  "' �  0. 
" " " "  <ii !;: " "' " � ��� "- "'  ... " " "' rf ;S r=;: " "' ::; "' � 

I 
(dalam iuta ru� 

I 
'" " 
" "'  0 0. 
"' z ;:i ... 

I TOTAL 

51.611,62 

26.955,15 

60.593,37 

24.267,00 

33.859,33 

39.022,59 

49.305,40 

s.3S6,23 I t.46t,oo I 2.21s,s2 1.207,ss 4.739,45 s9a.09 ?os,39 ss2,12 t.sot,07 3.430,48 94t.s7 sss,60 t.t4s.72 212,11 3.403,71 

-1 �1 � � � - � - � � - - - -
10.915,65 9.032,63 4.060,05 24.00! 

1.896,80 1.264,20 7.093,55 1.567,79 919,72 739,92 2.709,42 3.527,82 1.036,96 718,57 1.282,81 1.314,26 1.115,04 247,75 36.23( 4T 2.105,29 2.434,81 3.200,00 12.286,10 2.064,12 1.201,58 1.029,09 3.315,37 4.732,78 986,40 857,11 1.364,21 277,89 57.51! � 1.832,78 795,72 2.828,39 8.800,65 2.149,61 1.915,90 U!79,04 1.884,06 2.671,28 1.090,30 672,50 1.193,33 618,60 400,41 34.94� 

1.997,06 1.234,26 2.213,52 8.018,47 1.002,21 1.038,84 858,97 3.159,05 5.430,57 1.070,53 745,80 1.446,45 1.217,28 970,67 206,19 41.061: 

1.730,39 884,11 6.015,40 772,99 860,37 8S0,82 2.515,68 3.526,55 907,80 774,19 1.301,09 1.349,04 206,99 3.940,83 33.89( 

1.847,76 1.256,83 6.038,57 1.385,98 867,38 8S9,86 2.063,52 3.987,25 4,167,99 929,59 694,54 1.463,96 1.399,23 1.143,75 212,01 41.54; 

<:: 1<<:4 ""' 13.290,00 16.326,30 6.488,15 1.477,94 43.231. 

12.149,44 3.419,43 953,98 979,S8 5.052,80 5.595,41 1.075,04 967,94 1.213,18 1-428,55 1.873,76 203,20 61.530,08 

www.jdih.kemenkeu.go.id



lSI� 

1 1 1  
1�1�1 

I 

1. 1, I_ I _ I_ I_ I I I _ I_ I_ I_ I_ I _ • I : I 

IJ I I I I Ie l l 

I I I I I I  
UJL 

PENDIDIKAN SD 

PENDIDIKAN SMP 

PELAYANAN DASAR 

FARMASI 

PELAYANAN 

�J
��STRUKTUR 

I �7��STRUKTUR AIR 

INFRASTRUKTUR 

DAERAH 

KELAUTAN & 

IJ I /IJ 
�
���������

�����
KEHUTANAN 

��lil�l�l�l� SARPRAS DAERAH 
1 1 1 1 1 1 SARANA 

l�l�l�l lil�l�lll�l� 
I� 

I l l I I I II 
I� I� I ii..\RP.i' 

1�1-¥1 

LISTRII( PERDESAAN 

PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

SARPRAS KAWASAN 
PERBATASAN 

TRANSPORT AS! 

:ll -· - ,. m rn 
" 7  c �  o:J m  C:: :o ;<: - :>:  Z IT\  o c  Q )> z z  m G) 
(f) p  'j; Z  

www.jdih.kemenkeu.go.id



[ No [  DAERAH I 

V® 

§'§ '"' 

)l!llpas 
-��1U 

� 

0 "' 
z ;2 
i5 
i5 z "' 0. 

4.927,34 

.8.133,33 

8.234,20 

� 
� 
� 
� 

'.241,98 

� 

0. !;;! 
" "' < "' 0 z � ;2 
� < � z "' "' 0. 0. 

2.219,34 2 .. 

2.522,38 3; 

2.931,84 2.1 

l.884 

61:34 I 1.911 

;_369,50 l ... 
� 
�-> ,.,---II ' 

, 
. 

� 
� 

� 
� 

"' 
:;: 

"' "' "' " " " 
l< l< l< z ::::> ::::> ::::> 

- � z o::: o::: et:: ;Q 
< < 

t:i 
fi.j _ 

t:i 

iii � �  � z � � � < C:cl ..., � :s  � 0 � � 0.. � 2:: � a: £§  a: .  

' 
' 
' 

•,36 6.814,32 2.107,54 1.11! 

>,86 5.173,30 1.011,80 77l 

",09 10.291,89 5.596,73 1.15 

1,13 2.517,85 7.455,68 1.267,99 901 

. �· 2.321,29 7.371,44 ft�· 

7.320,49 1.325,62 

"' " 
l< 
� I 

zt :%i' -� ��- -� '"''·'"�. !&"-"' . ��'� 'fu""'m· ''""iJ 
�ll �r�� 

""';::.� ,�;?!.. _,, ;;• '""\'\· .ir \<,.�...jJ}!\\.\"�{£,o.�'
··;{� 

MENTERI KEUANGAN 

REPUSU!\ INDONESIA 

- 10 -

.. 

-
,. 

0. 
g :;: 
z 

z ;§ :;; z z " � a 
"' "' 0. � 

2.932,40 1.1 
2.884,36 1. 

5.659,87 2 .• 
4.017,53 

3.841,58 

3.009,54 1.0 • •  �. 2.181,43 5.996,36 917,31 .7,89 3.848.67 74: 

2.215,35 7.148,55 938,83 !0,33 3.060,94 7& 

3.399,18 12." -

!.609,10 7.256, 

!.792,74 8.528, 

4.206,03 3.111,01 

4.904,66 3.345,80 1 

1.398,18 3.412,98 

730,22 2.963,80 s. 

1.146,24 3.131,05 721,90 823.7• 

689,46 5.171,02 1.015,14 819,73 932,34 

1.445,39 3.790,11 1.267,60 756,44 933,!Y.l 

24.095,86 24.772,26 -r 
2.312,50 2.491,73 12.880,62 4.106,38 1.129,16 1.318,10 4.986,81 2.' 

2.301,54 2.303,35 7.398,12 2.055,78 1.156,60 1.015,75 2.893,49 � 
',998,22 7.144,38 2.395,26 1.088,55 l.D�- n" 

'.894,18 7.211,86 1.527,47 1.151,09 r---..::. �w,�� �-w•�.--
uuo,...., 868,19 6.719,31 2.615,05 

1.321,95 1.114,51 1.625,51 

819,31 �-- -� • --- -- • __ , "" 
1.321,65 

l:/:.11,112 815,97 

!.746,81 933,36 830,74 .,,, 

2.-I\14,S:i s;tll\I,!!ST 2.415,90 1.133,76 849,88 1.865,70 2. � 1.638.1u + 15.164,26 2.892,02 937,60 "874,04 4.629,93 1.356.· 

1.466,62 859,88 991,75 2.1Q1 . 

3.219,35 849,59 701,78 2.� 

�.251,62 842,64 700,43 t:: 

850,55 

674,72 

1.319,35 

1.212,91 

1.219,05 

874,83 

1.233,68 

1.134,61 

1.890,15 

1.662,23 

1.041,35 

1.096,74 

1.180,92 

1.046,25 

1.134,14 

979,03 

1.147,72 

1.542,88 

� < :i2  � � � ()  � � 0  < < z  r- et:: z z 
3 �  � gz �  � 
ga �  ga � � � � .:2 �  

809,34 1.204,56 645,01 

7ll,L 

1.064,� ••. 
822,20 1.1 

821,64 1. 

809,11 

950,69 

"'· 
669, 

958,43 

1.112,85 

1.220,47 

869,02 

"""" 
795,41 

921,82 

804,62 

918,28 

703,35 

861,44 

983,35 

875,91 

870,76 

796,02 

1.138,99 

� 
� 

774,20 

1.454,81 

1.371,64 

1.250,61 

1.262,79 

1.293,52 

1.384,22 

1.328,87 

1.461,91 

1.307,10 

1.524,41 

1.408,87 

1.414,13 

1.324,45 

1.162,46 

1.421,55 

1.262,96 

.490,37 1.325.84 2 

.350,36 1.324,62 :' 

� 

I 
1.643,34 2.209,22 254,14 

1.492,45 1.172,10 238,81 

1.518,91 2.197,66 n�• "" 
1.402,29 ' "' • �a 2 
1.413.71 

}.; 
1.466,45 l-143,53 

1.490,56 1.085,64 

1.563,72 681,08 263,21 

1.354,10 213,64 

1.500,63 1.078,15 208,24 

1.535,69 1.087,49 231,82 

1.456,33 1.160,19 238,45 

847,75 

1.616,40 1.042,79 233,72 

1.638,46 1.060,62 229,90 

� 
i'l 
re 
"' 

� 

1.078,: 

1.267,( 

1.226,43 

826,65 

1.059,71 

937,66 

1.866,74 

� 

. , ,  

5.682,! 

3.973,! 

4.946,( 

z < "' < I h 

8.910,09 

'""'1"� n.ta ruDiahl 

;; < " " I TOTAL 
0 0. "' z 
� "' �  

'.248,22 

� 
� 
� 
-8� 

48.043, 

37.752, 

64.087,1 

58.765,' 

69.333,' 

31.25 

36.175,::.4 

47.058,87 

., www.jdih.kemenkeu.go.id



NOI DAERAH I 

1�' 

Kab. Nahir� 
Xab. Paniai 
Kab. PuncakJaya 
"-'- "·-··'···-- v----

'" Kab. Mappi 
'" Kab.Asmat 

0. 
" "' "' "' 
z � ;:! 

� 6 
6 z z "' "' 0. 0. 

1-

" < "' 
i3 � z 

§ "' 0. 

m < 
"' " 
;;; 

·��� .. 
1.776,: 

1.562,: 

947,· 

4.449,47 1.729, 

2.193,59 1.694, 

1.601,24 

¥·�¥--¥¥ 

� .... ��.¥· 5.716,87 

1.097,55 2.227,85 

2.822,45 2.805,60 

17.773,55 4.971,59 

28.518,75 6.369,77 

14.582,92 2.989,92 

'""'nat " '"'" "" 

14.885,51 3.100,88 

16.579,41 4,783,00 

3.713, 

4.022,45 1.858,09 

3.172,54 3. 703,34 

7.140,91 3.507,26 
" """ ac: ' .,.,,,.," 

3.513.51 2.024,85 

6.029.80 1.949,44 

z 
ili z  ;:: ;:! :!i " re �  

2.597,40 

3.798,23 

4.356,91 

" 
" !;; 
iil in iii " .. :s Z <  - �  

� 
� 

11.776,41 

20.318,79 

19.204,28 
.<:. """ '"' 

16.536,49 

9.439,77 

MENTERI KEUANGAN 

REPIJBUK INDO�JESIA 

" " !;; 
" " !-�� "" "'  :s e;  

" 
" 
" 
" !;; " 
" !-"' :. iii :o "- Z  z -- :.  

" 
" !;; 
" " in '"  Pi �  "- Z  Z <:  - ., 

� 
� 

842-f 

.9,90 864.� 

1.241,55 1.487,1� 

.... 86,07 817,30 873,84 

.028,81 746,64 716,29 

1.299,60 

" '"" "" 

n�� �n 734,23 

1.202,15 

1.331,66 

1.489,36 
.... � "" 

958,38 

1.192,40 

810,38 

610,22 

540,50 

1.339,51 

1.086,38 

945,41 

""" '" 

812,30 

828,99 

- 1 1 -

z < 
"' "' ., 
z ;:: z z  z < ;i ,., ,  < <  !- Z  z 
� ei � H � iii " "' "' " ll. g: ;:§  ::.:: � "' 0. 

5.529,j 

� 
2.902,] 

3.035,:1 

2.867,32 6.606,75 3.482,57 

3.169,99 3.055,86 

2.296,14 4.755,59 
..... ., .. .. ,,.,. "' 

6.499,69 2.340,74 3.624,47 

2.249,31 

0. 
" 
" 
;: 
z < 
"' z 
i2 
"' z 
::; 

� 
� 
� 
1.17 

830,26 

1.566,11 

1.626,34 
, .,.,.,.,., 

1.389,, 

1.614,, 

< "' 
c "  � C)  , z  
&3 �  :.: ::<  

� 
� 

904,08 

"''" 
1.256,88 

""" """ 

z < z 
;.:: 
" 0: 
"' "' 

"' " z .,  ;io 
"' " 
., r;  

1.227,36 2.332,05 2.679,57 

2.183,66 3.723,58 3.113,14 

2.241,03 5.156,15 2.273,75 
, .,  .. .., .,  ... .. """ .... , ..,.,,.,., 

z z ::! z < "' "' i3 < m "' � �  " z < " � < !;; ;;; I TOTAL "' "' z "' "' � 0 0. I ; � � I "' < < sa  Pi �;  0. "' "' " "' iii " "' "' '- OJ  z !- " " " " " Pi "' iii < "' re ;S �  "' "' !-� ·� 0 ::; "' " 
"""""ii3l.75 
i:369.i9 
i:162.S8 
1.109,50 

1.566,31 

213,00 

271,27 7,51S 

287,84 10.814 
"""'" 

'""'" 

www.jdih.kemenkeu.go.id



PENDJDIKAN SMP 

PELAYANAN DASAR 

FARMASI 

INFRASTRUKTUR 

��������� INFRASTRUKTUR 

PRASARANA 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

i l��� ��j�· � ��j�·! lli�l�li�· ��j�· � ��l�·j [ '�!�]��-K-E-U-U-TA-N-&

------� � 

PERIKANAN 

d�l§ PERTANIAN 
I I!' I. HUJBU!JilwE=- -J 

I� IE 

i�l�l 

LINGKUNGAN HJDUP 

KELUARGA 
BERENCANA 

KEHUTANAN 

SARPRAS DAERAH 

www.jdih.kemenkeu.go.id




